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ABSTRAK

Studi ini mengkaji dampak sistem SIPTL terhadap kinerja pemerintah daerah di
Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Menggunakan pendekatan kuasi-
eksperimental, penelitian ini membandingkan data kinerja tindak lanjut sebelum
(2015-2016) dan setelah (2017-2023) implementasi SIPTL. Uji t-sampel berpasangan
mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam volume dan kepatuhan tindak
lanjut, serta pengurangan yang signifikan pada rekomendasi yang belum terselesaikan
selama periode SIPTL. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem SIPTL telah
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit, mendorong tata kelola yang lebih
baik dan akuntabilitas. Studi ini menyoroti potensi platform digital seperti SIPTL
untuk merampingkan pengawasan sektor publik dan mengurangi penyimpangan
keuangan, menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pengembang
sistem. Dengan memberikan bukti empiris tentang dampak berkelanjutan SIPTL
terhadap tata kelola, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang
pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik.

Kata Kunci: sistem SIPTL, kinerja tindak lanjut audit, pemerintah daerah; desain
kuasi-eksperimental; tata kelola dan akuntabilitas; pengawasan sektor publik.

ABSTRACT

This study examines the impact of the SIPTL system on the performance of local
governments in Indonesia in addressing audit recommendations. Using a quasi-
experimental approach, the research compares follow-up performance data before
(2015-2016) and after (2017-2023) the SIPTL implementation. Paired sample t-tests
reveal substantial improvements in the volume and compliance of follow-up actions,
along with a significant reduction in unresolved recommendations during the SIPTL
period. These findings indicate that the SIPTL system has enhanced the efficiency and
effectiveness of audit processes, promoting better governance and accountability. The
study highlights the potential of digital platforms like SIPTL to streamline public
sector oversight and reduce financial irregularities, offering valuable insights for
policymakers and system developers. By providing empirical evidence of SIPTL’s
sustained impact on governance, this research contributes to the broader discourse on
leveraging information systems for improved public sector accountability.

Keywords: SIPTL system; audit follow-up performance; local governments, quasi-
experimental design, governance and accountability; public sector oversight.
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BAB I
PENDAHULUAN

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar bagi tata kelola
pemerintahan kontemporer, terutama di negara berkembang, karena prinsip-prinsip
tersebut meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.
Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berperan sebagai
pengawas keuangan negara, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006. BPK melakukan audit terhadap lembaga pemerintah dan memberikan
temuan serta rekomendasi untuk mengatasi inefisiensi dan ketidakpatuhan dalam
pengelolaan keuangan (Yamin et al., 2022).

Misi BPK berfokus pada memastikan praktik pengelolaan keuangan yang sehat
di antara entitas pemerintah. Melalui audit sistematis, BPK mengevaluasi kegiatan
keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi area-area untuk perbaikan. Abdullah et
al., (2022) mencatat bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran
laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan efektivitas pengendalian
internal. Mainingrum et al. (2023) lebih lanjut menekankan bahwa praktik audit yang
efektif berkorelasi dengan hasil pengelolaan keuangan dan tata kelola yang lebih baik,
menyoroti pentingnya rekomendasi BPK.

BPK mengkategorikan rekomendasinya menjadi empat jenis kepatuhan tindak
lanjut: (1) Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, (2) Tindak lanjut tidak sesuai
dengan rekomendasi, (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan (4) Rekomendasi
yang tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah (Peraturan BPK Nomor 2
Tahun 2017). Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi
tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterbitkannya laporan audit. Ketidakpatuhan dapat
mengakibatkan sanksi, tetapi BPK menekankan transparansi dan akuntabilitas untuk
mendorong kepatuhan, yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di dalam
pemerintah daerah (Nurhadianto & Sugiri, 2022).

Proses audit sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan
rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan hasil tata kelola. Proses
tindak lanjut, di mana entitas menerapkan langkah-langkah korektif berdasarkan
rekomendasi-rekomendasi ini, sangat penting untuk mencapai perbaikan yang

dimaksudkan. Tanpa tindak lanjut yang tepat, nilai audit berkurang, meningkatkan
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peluang terjadinya kecurangan dan inefisiensi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan
ini, BPK memperkenalkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) pada
tahun 2017, sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengotomatiskan dan
menyederhanakan pemantauan tindakan tindak lanjut (Yatun, 2021).

Sebelum SIPTL, proses tindak lanjut audit menghadapi inefisiensi yang
signifikan, karena entitas pemerintah menyerahkan dokumentasi fisik untuk tindakan
tindak lanjut, mengakibatkan keterlambatan dan peningkatan kesalahan manusia.
Ketergantungan pada proses manual ini menyebabkan banyak rekomendasi audit yang
tidak ditindaklanjuti untuk jangka waktu yang lama, mengurangi dampak pengawasan
BPK (Furgan et al., 2020; Yamin et al., 2022).

SIPTL mengotomatiskan proses tindak lanjut, memungkinkan entitas
pemerintah untuk mengirimkan laporan secara online dan memantau kemajuan secara
real-time. Fitur utama mencakup pembaruan data secara real-time, yang
memungkinkan BPK dan entitas yang diaudit untuk melacak tindakan tindak lanjut
tanpa pertemuan tatap muka, sehingga mengurangi beban administratif (Djaisin,
2021). SIPTL juga mencakup notifikasi dan pengingat otomatis untuk menjaga agar
entitas tetap mengetahui tenggat waktu dan rekomendasi yang belum terselesaikan,
mempromosikan akuntabilitas (Yatun, 2021). Selain itu, SIPTL memfasilitasi
kolaborasi jarak jauh, memungkinkan auditor dan pejabat pemerintah untuk terlibat
dalam pertemuan virtual, sebuah kemampuan yang terbukti berharga selama pandemi
COVID-19.

Pandemi memperburuk inefisiensi yang ada dengan membatasi interaksi tatap
muka, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan sistem yang efisien untuk
memantau tindakan tindak lanjut secara efektif. Tantangan-tantangan ini menyoroti
perlunya inovasi dalam proses audit, membuka jalan bagi SIPTL untuk meningkatkan
komunikasi jarak jauh dan meningkatkan efisiensi pelacakan rekomendasi audit
(Samuel Onimisi Dawodu et al., 2023).

Implementasi SIPTL memberikan pelajaran berharga untuk meningkatkan tata
kelola di bidang-bidang di mana pemantauan real-time dan platform digital dapat
meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.
Hal ini sangat relevan di sektor-sektor seperti pengadaan publik, kesehatan, dan
pendidikan, di mana pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting (Cordery &
Hay, 2019). SIPTL telah secara signifikan meningkatkan proses tindak lanjut audit

Indonesia dengan meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi, sehingga



memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik (Danu et al., 2023).

Platform digital seperti SIPTL sangat penting untuk meningkatkan kinerja
pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, memastikan
implementasi yang efektif dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung
jawab. SIPTL mempromosikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan,
menetapkan tolok ukur untuk proses tindak lanjut audit dan memberikan wawasan
untuk aplikasi yang lebih luas. Investasi yang berkelanjutan dalam teknologi,
pengembangan kapasitas, dan keamanan siber sangat penting untuk mempertahankan
kemajuan dan memperkuat kerangka kerja tata kelola di Indonesia (Ahmad et al.,
2023).

Meskipun penggunaan platform digital dalam tata kelola sektor publik semakin
meningkat, dampak spesifik dan berkelanjutan dari sistem ini terhadap kepatuhan audit
jangka panjang masih kurang diteliti, terutama dalam konteks desentralisasi seperti
Indonesia. Penelitian sebelumnya telah menekankan peran teknologi dalam
meningkatkan efisiensi tata kelola dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan
aksesibilitas data (Danu et al., 2023). Namun, hanya sedikit penelitian yang memeriksa
efektivitas platform tersebut dalam jangka waktu yang lama, terutama mengenai
dampaknya terhadap pemerintah daerah dengan kapasitas administratif dan
infrastruktur teknologi yang beragam (Van Puyvelde et al., 2016). Literatur yang ada
terutama berfokus pada hasil langsung, seperti pengurangan dokumen dan peningkatan
transparansi, tanpa menilai kapasitas alat digital seperti SIPTL untuk mengatasi
masalah kepatuhan yang berkelanjutan atau mempertahankan kinerja tindak lanjut
audit yang konsisten dari waktu ke waktu.

Selain itu, keterbatasan yang signifikan dari SIPTL adalah ketergantungannya
pada partisipasi manusia. Meskipun sistem mengotomatiskan banyak proses tindak
lanjut, diperlukan keterlibatan aktif dari pejabat pemerintah untuk memasukkan data
dan melacak kemajuan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pelatihan dan insentif
yang tepat, beberapa pejabat mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan sistem ini,
yang dapat mengurangi efektivitasnya (Rumasukun, 2024).

Kekhawatiran mengenai keberlanjutan SIPTL jangka panjang juga signifikan.
Pembaruan dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk memastikan fungsionalitas
dan keamanan, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan
siber. Melindungi SIPTL dari serangan siber sangat penting untuk mempertahankan

kepercayaan publik dan integritas proses audit (Furqan et al., 2020). Investasi



berkelanjutan dalam peningkatan sistem dan langkah-langkah keamanan siber sangat
penting untuk mempertahankan efektivitasnya (Ahmad et al., 2023).

Meskipun tantangan ini, SIPTL mewakili kemajuan substansial dalam tata
kelola sektor publik, menawarkan wawasan berharga bagi negara lain yang berupaya
untuk meningkatkan proses audit mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, SIPTL
telah meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas tindakan tindak lanjut sambil
mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi di dalam pemerintah daerah
Indonesia. Kemampuannya untuk data real-time, notifikasi otomatis, dan kolaborasi
jarak jauh menempatkannya sebagai model untuk tata kelola digital di sektor publik
(Han & Xie, 2023).

Studi ini mengeksplorasi bagaimana sistem SIPTL telah mempengaruhi kinerja
pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit di Indonesia, khususnya
memeriksa bagaimana SIPTL telah mengurangi keterlambatan dan menyelesaikan
tindakan tindak lanjut yang tidak lengkap. Studi ini merupakan penyelidikan ilmiah
baru yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur mengenai
dampak jangka panjang platform digital terhadap kepatuhan audit, terutama dalam
konteks desentralisasi seperti Indonesia. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang
terutama berfokus pada hasil langsung, seperti efisiensi proses audit atau pengurangan
dokumen, studi ini menggali lebih dalam efektivitas berkelanjutan SIPTL dari waktu
ke waktu dan implikasinya bagi tata kelola di wilayah dengan kapasitas teknologi yang
beragam.

Studi ini mengatasi kesenjangan analisis dengan mengevaluasi dampak jangka
panjang SIPTL terhadap efektivitas tindak lanjut audit di seluruh konteks regional
yang beragam di Indonesia. Studi ini memeriksa bagaimana SIPTL mendukung
kepatuhan di daerah dengan sumber daya teknologi yang bervariasi, menawarkan
wawasan tentang bagaimana platform digital dapat meningkatkan akuntabilitas dan
mengurangi disparitas dalam praktik tata kelola. Dengan membandingkan metrik
kinerja audit sebelum dan setelah implementasi SIPTL, studi ini memberikan
perspektif unik terhadap literatur tentang tata kelola digital, menawarkan bukti empiris
tentang peran SIPTL dalam mempertahankan kepatuhan audit di dalam struktur
administratif desentralisasi Indonesia (Indriani et al., 2024).

Kesenjangan penelitian yang ada menyoroti kebutuhan untuk lebih memahami
kinerja platform digital dalam lingkungan tata kelola yang berbeda dari waktu ke

waktu, yang sangat penting untuk mengembangkan solusi tata kelola yang efektif di



seluruh wilayah (Furgan et al., 2020; Indriani et al., 2024). Pemahaman ini sangat
penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang bertujuan untuk mengoptimalkan
efektivitas tindak lanjut audit dan memastikan akuntabilitas dalam operasi sektor
publik.

Dalam tata kelola Indonesia, memastikan akuntabilitas dan tindak lanjut audit
yang tepat waktu di antara pemerintah daerah telah menjadi tantangan yang terus-
menerus karena kapasitas administratif dan variasi regional dalam infrastruktur
teknologi (Furgan et al., 2020). Pengenalan SIPTL pada tahun 2017 mewakili
pergeseran yang signifikan dalam pendekatan tindak lanjut audit, mengatasi inefisiensi
yang secara historis telah membatasi efektivitas rekomendasi BPK (Yatun, 2021).
Meskipun desain SIPTL untuk meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan
konsistensi tindakan tindak lanjut, terdapat sedikit penelitian tentang efektivitasnya di
wilayah dengan akses sumber daya dan keahlian teknologi yang berbeda.

Untuk secara efektif memandu studi ini dan memastikan kejelasan dalam
menangani masalah yang diidentifikasi, studi ini menetapkan beberapa tujuan utama.
Pertama, bertujuan untuk mengevaluasi dampak SIPTL terhadap kecepatan respons
pemerintah daerah terhadap rekomendasi audit yang dikeluarkan oleh BPK. Kedua,
studi ini bertujuan untuk menilai peran SIPTL dalam meningkatkan kualitas kepatuhan
terhadap rekomendasi tersebut. Terakhir, bertujuan untuk menentukan bagaimana
SIPTL telah mempengaruhi tingkat temuan audit yang belum ditindaklanjuti dari
waktu ke waktu. Secara kolektif, tujuan-tujuan ini memberikan kerangka kerja yang
terstruktur untuk menganalisis kinerja SIPTL dan mengatasi potensi bias dalam
perumusan masalah, sehingga memastikan bahwa kesimpulan studi ini relevan dan
dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan. Fokus terstruktur ini sangat penting
untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pemangku kepentingan
yang berupaya untuk mengoptimalkan proses tindak lanjut audit di Indonesia dan

struktur tata kelola desentralisasi serupa.
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